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ABSTRAK 

 

INOVASI PELAYANAN MELALUI APLIKASI MOBILE JKN DI KANTOR 

BPJS KESEHATAN CABANG PEKANBARU 

 

OLEH 

ECHA SEPTIA ANANDA 

NIM. 12170521631 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru dengan 

tujuan untuk mengetahui bagaimana inovasi pelayanan melalui Aplikasi Mobile JKN 

di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru serta mengetahui faktor-faktor yang 

menjadi penghambat Inovasi Pelayanan Melalui Aplikasi Mobile JKN di Kantor BPJS 

Kesehatan Cabang Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini didasarkan pada lima 

indikator, yaitu keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan untuk dicoba, 

dan kemudahan untuk diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi 

pelayanan melalui Aplikasi Mobile JKN di Kantor BPJS Kesehatan Cabang 

Pekanbaru belum berjalan secara optimal, hal ini dilihat indikator disebabkan 

beberapa faktor penghambat Inovasi Pelayanan Melalui Aplikasi Mobile JKN di 

Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru yaitu gangguan sistem dan kegagalan 

verifikasi pada aplikasi, masih kurangnya sosialisasi adanya pelayanan berbasis 

online, serta rendahnya kesadaran dan sikap keengganan masyarakat terhadap 

teknologi digital. 

Kata Kunci : Inovasi, Pelayanan Publik, E-Government, Aplikasi Mobile JKN 
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ABSTRACT 

 

SERVICE INNOVATION THROUGH THE JKN MOBILE APPLICATION 

AT THE BPJS KESEHATAN BRANCH OFFICE IN PEKANBARU 

 

BY 

ECHA SEPTIA ANANDA 

NIM. 12170521631 

 

This study was conducted at the BPJS Health Office Branch in Pekanbaru with the aim 

of determining how service innovation through the JKN Mobile Application is 

implemented at the BPJS Health Office Branch in Pekanbaru, as well as identifying 

the factors that hinder service innovation through the JKN Mobile Application at the 

BPJS Health Office Branch in Pekanbaru. This study employed a qualitative approach 

using a descriptive method. Data collection techniques included interviews, 

observations, and documentation. The study was based on five indicators: relative 

advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability. The results of the 

study indicate that service innovation through the JKN Mobile Application at the BPJS 

Health Branch Office in Pekanbaru has not been running optimally. This is seen from 

the indicators caused by several factors hindering service innovation through the JKN 

Mobile Application at the BPJS Health Branch Office in Pekanbaru, namely system 

disruptions and verification failures in the application, insufficient socialization of 

online-based services, and low public awareness and reluctance toward digital 

technology. 

Keywords: Innovation, Public Service, E-Government, JKN Mobile Application 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemerintah dan masyarakat memiliki peran dalam mengatasi masalah 

kesehatan (Sopyan, 2014). Masalah kesehatan masyarakat memiliki dampak negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran suatu negara. Kapasitas untuk 

membangun sistem perawatan kesehatan masyarakat yang dapat diandalkan 

merupakan fungsi penting dari pemerintah. Karena kesehatan yang baik merupakan 

sumber daya individu untuk kesehatan jasmani, kejernihan mental, dan Dukungan 

sosial dan kesehatan memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari 

(Itang, 2016). 

Tujuan pemerintah, terkait dengan jaminan sosial, adalah untuk meningkatkan 

standar kesehatan masyarakat. Menurut Alfin (2017). Jaminan sosial adalah program 

yang didukung oleh pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar setiap warga negara 

dapat terpenuhi. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan untuk memastikan terpenuhinya 

kebutuhan dasar kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Ketika masyarakat 

memiliki jaminan kesehatan, maka akan ada kepastian bahwa mereka akan mampu 

membayar biaya pengobatan dan biaya kesehatan penting lainnya dalam keadaan 

darurat.
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Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011, 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) didirikan sebagai instansi pemerintah 

yang memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan 

mengelola program jaminan kesehatan yang ditujukan untuk seluruh lapisan 

masyarakat Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, BPJS terbagi menjadi dua 

bagian utama: BPJS Kesehatan yang mengelola program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN), dan BPJS Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab atas empat 

program jaminan sosial, yaitu jaminan pada hari tua, kecelakaan pada saat bekerja, 

kematian, dan pensiun (Sehat Negeriku, 2014). 

BPJS Kesehatan adalah lembaga yang mengelola program jaminan kesehatan 

nasional di Indonesia untuk memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau 

bagi seluruh masyarakat. Melalui sistem gotong royong, peserta membayar iuran 

sesuai kelas yang dipilih, sementara kelompok kurang mampu dibantu oleh 

pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Peserta BPJS Kesehatan 

dapat mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan mencakup fasilitas dari 

tingkat puskesmas hingga rumah sakit. sesuai prosedur yang ditetapkan. Program ini 

bertujuan mewujudkan cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) agar 

seluruh warga mendapat perlindungan kesehatan yang layak. 

Saat ini, jumlah peserta program JKN Tahun 2024 pada BPJS Kesehatan 

Cabang Pekanbaru tercatat sebanyak 1.123.974 jiwa. Peserta JKN memiliki lima jenis 

keanggotaan (BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, 2024). Tabel di bawah ini adalah 
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tabel jenis kepesertaan dan jumlah peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada 

BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru. 

Tabel 1.1 

Jumlah Peserta JKN Berdasarkan Jenis Kepesertaan di BPJS Kesehatan 

Cabang Pekanbaru Tahun 2024 

Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, 2024 

Melihat besarnya jumlah penduduk yang telah mendaftar untuk program JKN, 

seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, jelas terlihat bahwa ada kebutuhan yang 

mendesak untuk meningkatkan layanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu 

No Jenis Kepesertaan Jumlah Peserta 

 Penerima Bantuan Iuran (PBI)  

1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI 

JK APBN) 

192.078 

2. Pekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja 

(PBPU/BP PEMDA) 

221.717 

Sub Jumlah 413.795 

 Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI)  

1. Pekerja Penerima Upah (PPU) 404.532 

2. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) / Mandiri 273.644 

3. Bukan Pekerja (BP) 32.003 

Sub Jumlah 710.179 

Total Jumlah JKN 1.123.974 
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menyediakan pelayanan berbasis elektronik untuk memastikan efisiensi, akurasi, dan 

kecepatan dalam pengelolaan data serta pemberian layanan.  

Salah satu upaya inovasi dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk 

mereformasi birokrasi pemerintah Indonesia yang masih lama, tidak efektif, serta 

ditandai dengan ketidakpastian waktu dalam pemberian layanan publik yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Kondisi ini memicu ketidakpuasan dan kekecewaan 

masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima. Pemerintah harus mereformasi 

layanan publik sebagai tanggapan atas tuntutan masyarakat. Kuncinya adalah dengan 

meningkatkan pemberian layanan secara keseluruhan serta kualitas dan efisiensi 

layanan publik. Sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan semua orang tanpa bias. 

Hal ini termasuk pengenalan sumber daya yang terkadang disebut sebagai E-

Government, atau pemerintahan elektronik. 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengatur tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Instruksi ini bertujuan mendorong 

transformasi layanan pemerintah menuju sistem berbasis elektronik guna 

meningkatkan mutu pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terjangkau. Melalui 

pengembangan e-government, pemerintah diharapkan mampu menyediakan layanan 

yang dapat diakses masyarakat kapan saja, tanpa terikat oleh batasan waktu maupun 

tempat.  

Inovasi layanan digital menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas dan 

efektivitas pelayanan publik di era modern. Melalui berbagai inovasi ini, pemerintah 
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dapat menghadirkan sistem yang lebih transparan dan efisien. Salah satu inovasi 

penting dalam layanan digital adalah e-government atau Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang bersih serta memberikan pelayanan publik yang bermutu dan 

dapat dipercaya. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang menyatakan bahwa SPBE mencakup layanan 

administrasi pemerintahan dan layanan publik yang diselenggarakan secara 

elektronik. Salah satu inovasi layanan publik berbasis elektronik tersebut adalah 

layanan yang mendukung pelaksanaan program jaminan sosial. 

Peluncuran aplikasi "Mobile JKN" merupakan salah satu contoh bagaimana 

BPJS Kesehatan merangkul inovasi digital dalam menanggapi evolusi TIK yang 

bergerak cepat. Mobile JKN diharapkan dapat memberikan kemudahan akses serta 

pelayanan yang lebih optimal kepada para peserta. Mobile JKN memungkinkan 

peserta untuk mengakses berbagai sumber daya terkait program dengan cepat dan 

nyaman, terlepas dari lokasi atau waktu mereka. 

Diluncurkan pada 16 November 2017, Mobile JKN dikembangkan oleh 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan tujuan untuk 

mengoptimalkan layanan kepada peserta. Layanan yang optimal dan fasilitasi 

masyarakat merupakan hasil yang diharapkan dari aplikasi ini. Selain itu, pada tahun 

2022, BPJS Kesehatan secara resmi merilis versi terbaru dari Aplikasi Mobile JKN 

sebagai upaya untuk memperbaiki layanan bagi para peserta Program JKN. 
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Memperkenalkan New Mobile JKN, edisi terbaru dari aplikasi Mobile JKN. 

Pembaruan ini menghadirkan sejumlah fitur baru yang memudahkan peserta JKN. 

Hal ini termasuk peningkatan pada fitur telemedicine pada fitur Layanan Konsultasi 

Dokter, Antrian Apotek, Informasi Poli Fingerprint, Kalkulator Kesehatan yang 

dapat menghitung Body Mass Index (BMI) dan Basal Metabolic Rate (BMR), dan 

masih banyak lagi (rri.co.id, 2022). 

Aplikasi mobile JKN memudahkan peserta BPJS Kesehatan di Pekanbaru 

untuk memilih fasilitas kesehatan (faskes) yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Setelah mengunduh aplikasi dan login menggunakan nomor kartu BPJS, pengguna 

dapat mencari faskes terdekat atau yang sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan, 

seperti puskesmas atau rumah sakit. Aplikasi juga menampilkan informasi detail 

tentang faskes, termasuk alamat, jenis layanan, dan jam operasional. Selain itu, 

pengguna dapat menggunakan fitur navigasi untuk mendapatkan rute ke faskes 

melalui peta digital. Beberapa faskes juga menyediakan fitur pendaftaran online untuk 

memudahkan proses antrian, sehingga peserta dapat menghindari antrean panjang 

saat tiba di lokasi. Setelah tiba di faskes yang telah dipilih, peserta BPJS Kesehatan 

perlu melakukan pendaftaran di bagian administrasi dengan menunjukkan kartu JKN-

KIS, baik dalam bentuk fisik maupun digital melalui aplikasi Mobile JKN. Jika faskes 

tersebut menyediakan sistem antrian online, peserta cukup menunjukkan bukti 

pendaftaran yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah itu, peserta akan menunggu 

giliran untuk diperiksa oleh tenaga medis sesuai dengan layanan yang dibutuhkan. 
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Jika diperlukan pemeriksaan lanjutan atau rujukan ke rumah sakit, faskes akan 

memberikan surat rujukan sesuai dengan prosedur BPJS Kesehatan. Dengan 

mengikuti langkah-langkah ini, peserta dapat memperoleh layanan kesehatan yang 

lebih praktis dan efisien. 

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 pada Bab II Pasal 3 

menjelaskan bahwa maksud pengaturan sistem pemerintahan berbasis teknologi 

informasi dan keterbukaan adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang 

mengedepankan prinsip keterbukaan dalam pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan 

ini menunjukkan bahwa aplikasi Mobile JKN menjadi bagian dari upaya untuk 

memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan yang lebih transparan, cepat, 

dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini didukung oleh Pasal 4, yang menegaskan 

bahwa tujuan sistem berbasis teknologi informasi adalah untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, menjamin hak masyarakat atas akses informasi yang terkait dengan 

kebijakan publik, serta mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan. Oleh 

karena itu, penerapan aplikasi Mobile JKN di Pekanbaru dapat dilihat sebagai langkah 

strategis dalam mendukung prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan tersebut, 

sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan akses layanan kesehatan yang lebih 

baik melalui inovasi teknologi. 
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Tabel 1.2 

Capaian Registrasi Aplikasi Mobile JKN Pada BPJS Kesehatan Cabang 

Pekanbaru  

Tahun Jumlah Peserta JKN  Capaian Registrasi 

Aplikasi Mobile JKN  

Persentase 

(%) 

2022 942.308 52.092 5,53% 

2023 1.086.010 139.064 12,8% 

2024 1.123.974 207.811 18,49% 

   Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, 2024 

Banyaknya masyarakat yang menjadi peserta JKN, tidak berarti mereka semua 

dapat membantu pelaksanaan layanan kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN. 

Berdasarkan data Tahun 2024, dari total 1.123.974 peserta JKN di BPJS Kesehatan 

Cabang Pekanbaru, hanya 207,811 peserta atau sekitar 18,49% yang telah mendaftar 

dan menggunakan aplikasi Mobile JKN. Meskipun merupakan inovasi layanan 

berbasis teknologi yang dapat memudahkan peserta dalam mengakses layanan, 

aplikasi Mobile JKN memiliki tingkat adopsi yang masih rendah, seperti yang terlihat 

pada tabel. Di balik keunggulan aplikasi Mobile JKN, pelaksanaannya masih 

menghadapi kendala. Sebagian peserta JKN-KIS belum mengetahui maupun 

menggunakan aplikasi ini, sehingga mereka lebih memilih datang langsung ke kantor 

cabang untuk mengurus administrasi layanan. Tingkat penerimaan terhadap aplikasi 

Mobile JKN masih terhambat, karena pelaksanaannya belum sepenuhnya mencapai 

apa yang diharapkan. Beberapa penyebab dari kondisi ini antara lain keterbatasan 
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finansial masyarakat, yang membuat sebagian dari mereka tidak memiliki smartphone 

untuk mengakses aplikasi Mobile JKN, rendahnya kesadaran dan sikap keengganan 

masyarakat terhadap teknologi digital, serta kurangnya sosialisasi mengenai aplikasi 

tersebut. Akibatnya, masyarakat cenderung memilih cara konvensional dengan 

datang langsung ke kantor pelayanan (Wulandari, 2019). 

Tabel 1.3 

Jumlah Pemanfaatan Aplikasi Mobile JKN Berdasarkan Usia Pada BPJS 

Kesehatan Cabang Pekanbaru Tahun 2024 

No Usia Jumlah 

1. 18-38 168.651 

2. 39-59 37.960 

3. >60 1.200 

Total 207.811  

   Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, 2024 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah pemanfaatan aplikasi Mobile 

JKN berdasarkan usia di BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru Tahun 2024, dapat 

disimpulkan bahwa kelompok usia 18-38 tahun merupakan pengguna terbanyak 

dengan jumlah 168.651, yang menunjukkan bahwa generasi muda lebih aktif dalam 

memanfaatkan teknologi dan aplikasi kesehatan. Sementara itu, kelompok usia 39-59 

tahun juga menunjukkan partisipasi yang signifikan dengan 37.960 pengguna, 

mencerminkan kesadaran orang dewasa akan pentingnya akses terhadap layanan 

kesehatan melalui aplikasi. Namun, terdapat penurunan yang drastis dalam jumlah 



10 
 

 

 

pengguna di kelompok usia di atas 60 tahun yaitu hanya 1.200  yang mengindikasikan 

rendahnya pemanfaatan aplikasi di kalangan lansia. Secara keseluruhan, total 

pemanfaatan aplikasi Mobile JKN mencapai 207.811 pengguna, menunjukkan adopsi 

yang luas, tetapi masih ada potensi untuk meningkatkan partisipasi di kalangan 

kelompok usia yang lebih tua. Karena itu, dibutuhkan suatu upaya untuk menyediakan 

pendidikan dan pelatihan kepada kelompok usia yang lebih tua agar mereka lebih 

familiar dan nyaman menggunakan aplikasi ini. Dengan beragam kemudahan serta 

keunggulan yang dimiliki oleh  aplikasi Mobile JKN, seharusnya masyarakat 

memiliki peran yang signifikan dalam mengoptimalkan pelaksanaan inovasi 

pelayanan melalui Aplikasi Mobile JKN di Kantor BPJS Kesehatan Cabang 

Pekanbaru. 

Meskipun Mobile JKN telah dirancang sebagai solusi inovatif dalam 

memberikan kemudahan layanan kesehatan digital bagi peserta BPJS Kesehatan, 

namun dalam pelaksanaannya Mobile JKN masih menghadapi berbagai kendala yang 

membuatnya belum sepenuhnya efektif. Kendala yang ditemukan dalam Aplikasi 

Mobile JKN adalah keluhan yang dirasakan oleh masyarakat, hal ini dibuktikan 

dengan keluhan masyarakat pada aplikasi Mobile JKN yang berada di playstore. 

Berikut adalah isi dari keluhan masyarakat: 
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Gambar 1.1 

Keluhan Pengguna Aplikasi Mobile JKN  

 

Sumber: Ulasan Google Play Store, 2025 

Ulasan pengguna di Google Play Store (2025) menunjukkan bahwa 

pelaksanaan inovasi pelayanan kesehatan melalui Mobile JKN masih belum optimal, 

terutama dalam hal stabilitas sistem, integrasi dengan fasilitas kesehatan, dan 

pengalaman pengguna. Kendala seperti error sistem, lambatnya aplikasi, serta 

ketidaksesuaian antrean online dengan fasilitas kesehatan masih sering dikeluhkan. 

Meskipun aplikasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi layanan BPJS Kesehatan, 

hambatan teknis dan administratif justru mengurangi efektivitasnya.  
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Mobile JKN merupakan inisiatif BPJS Kesehatan untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi layanan mereka. Diluncurkan dengan penekanan pada inovasi 

berbasis IT yang menyediakan layanan cepat, efektif, dan efisien, aplikasi ini 

dirancang untuk memangkas waktu antrian di kantor cabang (Sari, 2023). Tampaknya 

Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum dikenal luas di 

masyarakat, berdasarkan isu-isu yang muncul di sana. Dari apa yang dapat kita lihat, 

manfaat dari Mobile JKN belum dirasakan oleh semua orang. Faktanya, masih banyak 

orang yang belum memanfaatkan aplikasi Mobile JKN. 

Peneliti mengajukan judul "Inovasi Pelayanan Melalui Aplikasi Mobile JKN 

(Jaminan Kesehatan Nasional) di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru" 

berdasarkan permasalahan di atas, karena menarik untuk melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan Inovasi Pelayanan Publik dalam rangka memenuhi dan mendukung 

kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang partisipasi masyarakat yang 

maksimal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana Inovasi Pelayanan Kesehatan Melalui Aplikasi Mobile JKN di 

Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru? 

2. Apa Saja Faktor Penghambat Inovasi Peyanan Melalui Aplikasi Mobile JKN di 

Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana inovasi pelayanan Kesehatan melalui Aplikasi 

Mobile JKN di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat inovasi pelayanan Kesehatan 

melalui Aplikasi Mobile JKN di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Praktis, Mengembangkan pengetahuan guna melatih kemampuan 

berpikir secara ilmiah dalam menyusun sebuah karya ilmiah. 

2. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan teori mengenai penerapan teknologi informasi dalam 

pelayanan publik, khususnya dalam konteks aplikasi Mobile JKN. Hal ini dapat 

memperkaya literatur yang ada dan memberikan pemahaman yang lebih baik 

tentang e-government di Indonesia. 

3. Secara Akademis, Pengkajian ini dapat memberikan pandangan serta referensi 

bagi karya ilmiah di bidang Administrasi Publik, khususnya bagi pihak-pihak 

yang tertarik dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang 

terperinci dan tersusun secara sistematis mengenai isi dari skripsi ini. Secara 

keseluruhan, penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab 1 membahas mengenai latar belakang permasalahan yang akan 

diteliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari 

penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat berbagai teori yang relevan dan berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan serta teknik 

analisis data, yang mencakup pemilihan lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, serta proses analisis data 

yang dilakukan. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Dalam bab ini, peneliti menyajikan gambaran umum mengenai lokasi 

penelitian, yaitu Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan dari peneliti mengenai deskripsi objek 

penelitian, proses analisis data, serta pemaparan jawaban terhadap 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan menggunakan 

metode analisis yang telah ditentukan. 
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BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

pembahasan dalam penelitian. Kesimpulan mencakup temuan utama 

yang menjawab tujuan penelitian, sementara saran merupakan 

rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil penelitian tersebut. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Administrasi Publik 

Chandler dan Plano dalam Harbani Pasolong (2010:7) mengemukakan bahwa 

administrasi publik mencakup pengorganisasian dan pengkoordinasian sumber daya 

personil publik untuk membuat, melaksanakan, dan mengawasi pilihan-pilihan 

kebijakan. Administrasi publik didefinisikan oleh Harbani Pasolong (2010: 8) sebagai 

usaha kerjasama individu atau organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi 

pemerintahan dan memuaskan kebutuhan publik dengan cara yang efisien dan efektif. 

Nicholas mengutip Harbani Pasolong (2010: 8) yang mengatakan bahwa administrasi 

publik merupakan perpaduan antara teori dan praktik yang bertujuan untuk membuat 

kebijakan publik menjadi lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat dan untuk 

meningkatkan kesadaran akan adanya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat 

yang diatur. 

Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) menjelaskan bahwa administrasi 

publik sebagai pengelolaan pilihan-pilihan kebijakan publik melalui pengorganisasian 

dan pengkoordinasian sumber daya publik dan manusia. Menurut Keban, administrasi 

publik mencontohkan peran negara sebagai regulator atau agen tunggal yang berkuasa. 

Pemerintah seperti ini dikenal karena selalu turun tangan untuk mengatur atau 

mengambil inisiatif yang diyakini akan bermanfaat bagi masyarakat. Ini berlandaskan 
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pada anggapan bahwa masyarakat tidak berdaya dan pasif, dan sebagai akibatnya, 

harus mematuhi apa pun yang diatur oleh pemerintah (Keban, 2008: 4). 

Dari beberapa definisi diatas, Administrasi publik dapat disimpulkan sebagai 

proses pengelolaan sumber daya publik, baik itu personel maupun sumber daya 

lainnya, yang dilakukan melalui koordinasi dan organisasi yang sistematis untuk 

mencapai tujuan dalam kebijakan publik. Administrasi publik melibatkan kolaborasi 

antara individu atau lembaga dalam menjalankan tugas pemerintahan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat secara efektifitas dan efisiensi. 

2.2  Pelayanan Publik 

2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik 

Banyak orang mengharapkan pemerintah untuk menyediakan "pelayanan 

publik" yang memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka ingin agar pelayanan tersebut 

mudah diakses, terjangkau, berkualitas tinggi, dan menyenangkan (Bambang Istianto, 

2013: 271). Istilah "pelayanan publik" mengacu pada banyak fungsi yang dilakukan 

oleh badan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik secara umum. 

Menurut Kurniawan dalam (Pasolong, 2007:128), pelayanan publik adalah 

tindakan untuk memenuhi kebutuhan orang atau masyarakat yang memiliki 

kepentingan terhadap suatu organisasi, sesuai dengan peraturan dasar dan prosedur 

yang telah ditetapkan. Penyediaan layanan publik, pengelolaan urusan publik (terkait 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat), serta penyediaan layanan yang adil dan bebas 

dari diskriminasi adalah isu utama dan tujuan paling penting dalam administrasi publik, 

menurut Janet Denhartd & Robert Denhartd (2013). (Puspitosari et al., 2012: 55). 
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Pelayanan publik didefinisikan oleh UU No. 25 Tahun 2009 Republik 

Indonesia sebagai "setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" (Ridwan dkk, 2012: 251). 

Selain itu, sebagaimana diatur dalam Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, setiap 

aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh penyedia layanan publik mencakup 

pemenuhan kebutuhan penerima layanan serta pelaksanaan ketentuan yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan, secara kolektif disebut sebagai pelayanan 

publik (Sinambela dkk, 2010:5). 

Layanan pemerintah, seperti yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi, 

dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat. dengan sumber daya yang 

memadai, keterbukaan informasi, dan kemudahan akses. Kondisi teknologi informasi 

saat ini berdampak pada setiap aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang bisnis, 

politik, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Selama ilmu pengetahuan terus 

berkembang, teknologi akan terus berkembang. 

Mengacu pada berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah pemberian layanan kepada warga negara 

dengan cara yang baik dan profesional, mencakup berbagai jenis layanan seperti jasa, 

barang, atau administratif, dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan 

utama dari pelayanan publik yaitu memastikan kepuasan masyarakat yang menerima 

layanan tersebut.  
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2.2.2 Jenis-Jenis Pelayanan Publik 

Berbagai jenis layanan publik muncul dari berbagai jenis kepentingan.  

Menurut Hardiyansyah (2011:23) jenis pelayanan public atau umum yang diberikan 

oleh pemerintah dibagi menjadi tiga bentuk, yakni:  

1) Pelayanan Administratif 

Pelayanan administratif merujuk kepada penyediaan dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan oleh masyarakat.  

2) Pelayanan Barang 

Pelayanan barang merujuk pada penyediaan berbagai jenis barang yang 

diperlukan oleh masyarakat. 

3) Pelayanan Jasa 

Pelayanan jasa meliputi penyediaan berbagai jenis layanan berbentuk jasa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat.  

2.2.3 Prinsip dan Asas Pelayanan Publik 

Keputusan Menteri No. 62 tahun 2003 menguraikan prinsip-prinsip pelayanan 

public sebagai berikut. 

1) Kesederhanaan, yaitu metode pelayanan publik yang lugas dan mudah 

dimengerti. 

2) Kejelasan, yaitu harus ada kejelasan persyaratan administratif dan teknis, 

petugas, dan rincian biaya. 

3) Kepastian, dalam arti semua pelayanan publik harus diberikan sesuai jadwal. 
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4) Ketepatan atau akurasi, dalam arti semua pelayanan publik harus diberikan secara 

akurat; dan kelima, kepastian. 

5) Keamanan, dalam arti bahwa metode dan hasil akhir dari penyelenggaraan 

pelayanan publik bebas dari risiko, dan hukumnya jelas. 

6) Akuntabilitas, dalam arti bahwa semua pelayan publik yang memiliki 

kewenangan resmi harus memenuhi tanggung jawabnya. 

7) Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu semua infrastruktur dan fasilitas yang 

diperlukan tersedia, termasuk peralatan yang memadai untuk pekerjaan dan 

jaringan yang dapat diandalkan untuk komunikasi dan penyimpanan data. 

8) Kemudahan akses, yakni tempat dan lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat 

serta fasilitas pelayanan yang cukup memadai. 

9) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yaitu pegawai lembaga negara harus 

selalu berusaha keras untuk membantu orang-orang yang mereka layani. 

10) Kenyamanan, bahwa setiap organisasi pelayanan publik yang memiliki 

kewenangan resmi harus memelihara ruang tunggu yang bersih, tertata dan 

nyaman serta fasilitas tambahan yang diperlukan. 

2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Publik 

Dari sudut pandang penyedia layanan dan konsumen layanan, masyarakat 

memiliki banyak suara dalam bagaimana pemerintah menangani layanan publik. 

Sejumlah pihak berwenang telah berbagi perspektif mereka tentang apa yang membuat 

perbedaan dalam kualitas layanan publik. Para ahli telah menyampaikan pandangan 

mereka mengenai beberapa faktor yang memengaruhi mutu pelayanan publik.  
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Kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah ditentukan 

oleh dua elemen utama, menurut Thoha (1995): 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah contoh aspek individu dalam perusahaan. 

Organisasi memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memberikan layanan 

yang sangat baik jika sumber daya manusianya lebih berkualitas. 

2. Sarana merujuk pada cara dan prosedur yang digunakan dalam memberikan 

layanan. Umumnya, semakin mudah dan terbuka prosedur yang diterapkan, maka 

semakin besar pula peluang untuk memperbaiki kualitas layanan publik. Proses 

dan teknik yang digunakan untuk memberikan layanan dikenal sebagai faktor 

sarana. Potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik seringkali lebih 

tinggi ketika proses yang digunakan tidak terlalu rumit dan lebih terbuka dan 

terlihat. 

2.3 Inovasi 

2.3.1 Pengertian Inovasi 

Salah satu elemen yang bisa mempengaruhi pertumbuhan suatu instansi adalah 

inovasi. Bahkan di Indonesia, organisasi pemerintah dan non-pemerintah selalu 

menemukan cara-cara baru agar meningkatnya efisiensi dan efektivitas mereka. 

Konsep-konsep baru dan praktis sangat erat kaitannya dengan inovasi, seperti yang 

didefinisikan oleh Albury dalam (Suwarno, 2008:10) sebagai "ide-ide baru yang 

berhasil". Inovasi yang berhasil, menurut Albury, adalah pengembangan dan penerapan 

prosedur, barang, jasa, dan mekanisme penyampaian yang baru yang secara substansial 

meningkatkan kinerja, kemanjuran, dan kualitas. 
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Inovasi, menurut Said (2007: 27), adalah perubahan yang disengaja menuju 

perbaikan masyarakat dan berbagai aspeknya melalui pengenalan teknologi baru dan 

pemanfaatan peralatan dan sumber daya yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dalam 

lingkup lembaga pemerintah tertentu dengan bantuan lembaga lain yang terkait. 

Definisi lebih lanjut yang diberikan oleh Rogers dalam LAN (2007: 115) adalah 

bahwa inovasi adalah segala sesuatu yang dilihat oleh anggota unit adopsi lain sebagai 

sesuatu yang baru. Inovasi dalam strategi atau kebijakan baru merujuk pada visi, misi, 

tujuan serta strategi baru beserta alasannya yang didasarkan pada kondisi yang ada. 

Inovasi dalam interaksi sistem, yang meliputi pergeseran dalam tata kelola, adalah jenis 

lain yang juga mulai terbentuk. 

Berdasarkan penjelasan yg sudah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa inovasi adalah tindakan menciptakan dan menciptakan kembali gagasan-

gagasan yang berhubungan dengan pertumbuhan organisasi melalui pengenalan 

barang-barang baru yang menggunakan teknologi dan instrumen pendukung lainnya. 

2.3.2 Tipologi Inovasi 

Inovasi pelayanan pada kantor BPJS Kota Pekanbaru merupakan inovasi pada 

proses pelayanan yang berbasis teknologi, inovasi adalah perbaikan ataupun 

pembaharuan baik dalam proses pelayanan maupun barang yang diberikan dari 

pelayanan tersebut. Meskipun inovasi ini tidak secara langsung menghasilkan barang 

baru, namun inovasi ini menggunakan pendekatan baru untuk melakukan inovasi 

dalam proses penyediaan layanan. 
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Muluk (2008:44) mengklasifikasikan jenis-jenis inovasi dalam sektor publik 

adalah sebagai berikut:  

a. Inovasi pada barang jasa yang dihasilkan dari perubahan bentuk atau tata letak 

barang jasa 

b. Inovasi dalam proses layanan sebagai hasil dari gerakan pembaruan kualitas yang 

sedang berlangsung, yang membutuhkan banyak modifikasi kebijakan dan 

prosedur serta perubahan organisasi. 

c. Inovasi dalam metode pelayanan, yang mengindikasikan munculnya pendekatan 

baru dalam pemberian pelayanan. 

d. Perubahan kebijakan atau strategi yang mencakup tujuan, sasaran, dan metode 

baru, serta alasan untuk perubahan ini berdasarkan kondisi saat ini. 

e. Perubahan tata kelola atau inovasi dalam interaksi sistem, yang meliputi metode 

modernisasi atau metode baru dalam berhubungan dengan aktor lain, dengan kata 

lain, terdapat perubahan dalam pengelolaan pemerintahan (changes in 

governance). 

Berdasarkan tipologi-tipologi yang disebutkan di atas, peneliti di BPJS 

Kesehatan Kota Pekanbaru telah menentukan bahwa layanan Mobile JKN yang baru 

masuk dalam kategori tipologi sistem. 

2.3.3 Model Inovasi Pelayanan Publik 

Jika sebuah konsep atau pembaruan sesuai dan memenuhi kriteria inovasi, 

maka hal tersebut dapat dianggap sebagai inovasi. Beberapa model inovasi dalam 

pelayanan publik adalah sebagai berikut: 
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a. Model Inovasi menurut Everett M. Rogers dalam Suwarno (2008: 16-18) 

1) Relative Advantage atau keuntungan relative, Sebuah inovasi yang dimaksud 

harus lebih bernilai dan bermanfaat daripada pengembangan sebelumnya. 

2) Compability atau kesesuaian, inovasi baru juga harus sesuai dengan atau 

memiliki karakteristik yang sama dengan yang lama. Selain itu, hal ini dapat 

mempercepat proses pembelajaran dan adaptasi yang terkait dengan penemuan 

tersebut. 

3) Complexity atau kerumitan, kompleksitas inovasi mungkin lebih besar daripada 

pendahulunya karena kebaruan konsepnya. Namun, karena inovasi 

menghadirkan metode yang lebih baru dan lebih baik, tingkat kerumitan ini 

biasanya tidak menjadi hambatan yang signifikan. 

4) Trialability atau kemungkinan dicoba, Inovasi hanya dapat memperoleh daya 

tarik jika dapat diuji dan terbukti mempunyai nilai lebih dibandingkan 

pendahulunya, suatu kondisi yang dikenal sebagai kemampuan uji coba. 

5) Observability atau kemudahan diamati, Sebuah penemuan harus terlihat jelas 

dalam hal operasi dan peningkatan yang dihasilkannya. Akuntabilitas, 

keterbukaan, dan pelayanan masyarakat yang lebih baik adalah tuntutan yang 

membutuhkan inovasi di sektor publik. Selain itu, negara harus mengerahkan diri 

dengan cara yang lebih produktif, ekonomis, dan efisien. 

b. Model Inovasi menurut Fachrian & Ode, 2018 

1) Keunikan 

2) Kualitas 
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3) Multi Fungsi 

c. Model inovasi menurut menurut Kuratko dalam (Siringoringo, 2012) 

1) Penemuan (Invention) 

2) Perluasan (Extention) 

3) Peniruan (Duplication) 

4) Penggabungan/kombinasi (Synthesis) 

d. Model Inovasi menurut Stephen Robbins dalam (ISGUNTORO, 2018)  

1) Memiliki kekhasan/khusus 

2) Memiliki ciri atau unsur kebaruan 

3) Melalui program yang terencana 

4) Memiliki tujuan 

2.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Inovasi Pelayanan 

a) Faktor Pendukung 

Menurut Muluk (2008:49), terdapat sejumlah faktor penting yang berperan 

dalam mendorong terjadinya inovasi di sektor publik, seperti kepemimpinan yang 

mendukung inovasi, sumber daya manusia yang terampil dan berpendidikan, budaya 

organisasi yang kondusif, pembentukan tim serta kerja sama kemitraan, dan adanya 

orientasi terhadap kinerja yang dapat diukur. Inovasi di sektor publik tidak bisa 

dijalankan hanya dengan niat semata, sebab hal ini menyangkut kepentingan 

masyarakat secara luas. Oleh karena itu, dibutuhkan faktor-faktor krusial yang dapat 

menjamin keberhasilan pelaksanaan inovasi oleh pemerintah dalam sektor publik. 
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b) Faktor Penghambat 

Beberapa pakar berpendapat bahwa terdapat berbagai kendala yang dapat 

menghambat kelancaran proses inovasi. Hadjimanolis dalam Noor (2013:142) 

mengemukakan bahwa hambatan inovasi bisa ditinjau dari berbagai aspek, antara lain: 

pertama, berdasarkan sumber hambatannya, yang terbagi menjadi internal dan 

eksternal. Hambatan internal mencakup faktor-faktor seperti masyarakat, struktur 

organisasi, dan strategi, sedangkan hambatan eksternal meliputi kondisi pasar dan 

peran pemerintah. Kedua, berdasarkan dampaknya, hambatan bisa dikategorikan 

sebagai hambatan langsung atau tidak langsung tergantung pada sejauh mana 

pengaruhnya terhadap proses inovasi. Ketiga, terdapat pula hambatan yang bersifat 

objektif atau dapat diukur secara nyata. 

2.4 Electronic Government (e-government) 

2.4.1 Pengertian Electronic Government  

Ada banyak cara yang berbeda untuk mendefinisikan pemerintahan elektronik, 

namun beberapa yang paling umum adalah Electronic government, yang lebih dikenal 

dengan istilah e-gov, pemerintahan digital, pemerintahan online, dan bahkan 

pemerintahan transformatif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa potensi dan kondisi 

masing-masing negara menentukan bagaimana e-gov diimplementasikan. Konsep e-

gov dapat bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya karena beragamnya 

skenario penerapan e-gov.  
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Untuk melayani warganya dengan lebih baik, pemerintah menerapkan e-gov 

untuk membuat layanan dan informasi pemerintah tersedia secara online. Menurut 

Kurniawan dalam Hardiansyah (2011:107), istilah "e-gov" mencakup berbagai macam 

inisiatif dalam sektor publik yang memanfaatkan TIK untuk meningkatkan efektivitas, 

transparansi, dan efisiensi operasi pemerintahan. 

Menurut Grant (2010:1), salah satu unsur dari tata kelola pemerintahan digital 

adalah E-government. E-Government, atau pemerintahan elektronik, adalah pemberian 

layanan publik melalui teknologi informasi dan komunikasi, khususnya Internet. 

Layanan online dibuat lebih mudah untuk diakses. Dalam upaya memanfaatkan TIK, 

E-Government didefinisikan oleh Suaedi dan Wardianto (2010: 54), layanan publik 

yang lebih baik akan disediakan oleh pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan, 

dan akuntabel. Selain itu, pengeluaran publik dapat dikurangi dengan bantuan E-

Government. 

Ketika sistem e-gov suatu negara sudah mapan, hal ini akan meningkatkan 

standar hidup warganya. Pemerintah, masyarakat, dan bisnis dapat bekerja sama secara 

lebih efektif dengan bantuan teknologi informasi yang diwajibkan oleh pemerintah. 

Salah satu metode yang dapat diukur dan dicapai untuk pengembangan sistematis 

adalah dengan berinovasi dalam penerapan e-gov. masyarakat dapat menilai kualitas 

e-government yang ditampilkan di situs web berdasarkan tampilannya, seberapa akurat 

dan mutakhir informasinya, seberapa baik cara kerjanya, dan fitur-fitur apa saja yang 

ditawarkan. 
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2.4.2 Tujuan Electronic Government 

Penerapan e-gov pada dasarnya adalah untuk meningkatkan dan memodernisasi 

administrasi pemerintah, maka tujuannya terkait langsung dengan tanggung jawab 

utama pemerintah itu sendiri. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk menyusun 

struktur pemerintahan melalui penggunaan teknologi telekomunikasi dan informasi 

yang sedang berkembang. 

Sementara itu, e-gov diperintahkan untuk memenuhi empat tujuan, dalam 

Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan Pemerintahan Elektronik: 

a. Terciptanya jaringan informasi dan transaksi yang mudah bagi masyarakat yang 

melayani kepentingan umum dan komprehensif dan dapat diakses dimanapun dan 

kapanpun tanpa terbatas oleh waktu. 

b. Perekonomian nasional yang lebih baik dan adaptasi yang lebih cepat terhadap 

perubahan dan persaingan perdagangan internasional dapat dicapai melalui 

pembentukan hubungan interaksi dengan sektor korporasi. 

c. Menciptakan jalan bagi wacana publik dan membangun metode bagi warga 

negara untuk berkomunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah sehingga 

mereka dapat memiliki suara dalam pembuatan kebijakan. 

d. Memfasilitasi transaksi dan pelayanan antara instansi-instansi pemerintah dan 

pemerintah daerah yang memiliki otonomi dengan membangun sistem 

manajemen dan prosedur kerja yang transparansi dan efisien. 
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2.4.3 Elemen Electronic Government 

Menurut penelitian dan studi yang dilakukan di Harvard JFK School of 

Government, ada tiga faktor yang harus diperhatikan dengan seksama ketika 

menerapkan prinsip-prinsip digitalisasi pada sektor publik (Indrajit, 2002:15). Berikut 

ini adalah penjelasannya:  

a. Support  

Dukungan merupakan elemen pertama yang sangat penting dimiliki oleh 

pemerintah, serta niat dari pejabat publik dan politik dalam mengimplementasikan 

konsep e-gov. Adapun dukungan yang diharapkan tersebut sebagai berikut:  

1) Mengakui kerangka kerja e-gov sebagai komponen penting bagi negara untuk 

mewujudkan tujuan dan sasarannya. 

2) Upaya kolaboratif lintas sektoral untuk mengembangkan gagasan ini melalui 

penempatan sumber daya (manusia, waktu, tenaga kerja, keuangan, informasi, 

dan lainnya) di semua tingkat pemerintahan. 

3) Menumbuhkan suasana yang mendukung pertumbuhan e-government dengan 

membangun berbagai infrastruktur dan suprastruktur pendukung. 

4) Menyampaikan gagasan e-government kepada seluruh pejabat dan masyarakat 

luas dengan menggunakan berbagai kampanye empati secara adil, konsisten, 

gigih, dan komprehensif. 
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b. Capacity  

Kedua, harus ada kapasitas, yang mengacu pada kemampuan atau pemberdayaan 

pemerintah untuk mewujudkan e-gov. Inilah tiga hal minimal yang harus dimiliki 

oleh negara: 

1) Sumber daya dana dan sumber daya lainnya yang memadai untuk meluncurkan 

program e-government. 

2) Agar berhasil melaksanakan ide e-government, harus ada infrastruktur teknologi 

informasi yang sesuai dan tersedia. 

3) Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting untuk 

memastikan bahwa keuntungan dari e-Government dapat direalisasikan melalui 

implementasinya. 

c. Value  

Masyarakat secara umum dan pemerintah secara khusus mendapatkan 

keuntungan dari kehadiran e-gov. Agar inisiatif e-gov pemerintah benar-benar 

bermanfaat bagi masyarakat, sangat penting untuk melakukan evaluasi yang cermat 

sebelum disetujui untuk dikembangkan.  

Jika digabungkan, ketiga komponen tersebut di atas akan menjadi komponen 

penting dalam e-gov dan menjadi faktor keberhasilan utamanya. Gagasan e-gov di 

Indonesia dapat dibangun dan dikembangkan dengan bantuan aspek-aspek ini. 
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2.4.4 Karakteristik Electronic Government 

Penerapan E-government membawa dampak positif terhadap peningkatan 

hubungan antara pemerintah dan berbagai pihak lainnya. Layanan ini diharapkan dapat 

mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih optimal. Dalam pelaksanaannya, 

E-government membentuk empat kategori hubungan baru yang muncul dari 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Indrajit, 2002), yaitu sebagai 

berikut: 

a) Government to Citizens (G-to-C) 

G-to-C adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat melalui teknologi 

informasi untuk memudahkan akses layanan publik sehari-hari. 

b) Government to Business (G-to-B) 

G-to-B menyediakan informasi dan layanan pemerintah bagi pelaku usaha, guna 

mendukung aktivitas bisnis dan membangun kerja sama yang saling 

menguntungkan. 

c) Government to Government (G-to-G) 

G-to-G mencakup kerja sama dan komunikasi antar instansi pemerintahan, baik 

dalam negeri maupun antarnegara, untuk kelancaran administrasi dan hubungan 

lintas sektor. 

d) Government to Employees (G-to-E) 

G-to-E ditujukan guna mendorong peningkatan kinerja serta kesejahteraan para 

pegawai pemerintah melalui sistem internal berbasis teknologi. 

 



32 
 

 

 

2.5 Aplikasi Mobile JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) 

2.5.1 Defenisi Aplikasi Mobile JKN  

Pada tanggal 16 November 2017, BPJS Kesehatan merilis sebuah aplikasi, 

yaitu Aplikasi Mobile JKN, untuk meningkatkan layanan bagi peserta JKN (Humas 

BPJS, 2017). Salah satu model bisnis BPJS Kesehatan bertransformasi secara digital 

adalah melalui Aplikasi Mobile JKN. Model ini awalnya dirancang untuk mengelola 

cabang atau institusi kesehatan, namun kini dapat dimanfaatkan untuk mempermudah 

peserta kapanpun dan dimanapun. Banyak layanan masyarakat, terutama yang 

berkaitan dengan kesehatan, telah tersedia melalui aplikasi Mobile JKN. Seberapa 

efektif pengguna menggunakan dan mengimplementasikan aplikasi Mobile JKN 

menentukan tingkat kegunaan aplikasi tersebut; setelah itu, aplikasi tersebut dapat 

membantu masyarakat. Salah satu bentuk inovasi pemerintah adalah e-government 

berbasis kesehatan, dan dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan melalui Mobile JKN. 

Membantu anggota masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan adalah 

tujuan utama dari aplikasi ini. 

Supaya dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat di masa depan, aplikasi 

Mobile JKN ini dibuat dengan mempertimbangkan segala kemudahan. Selain itu, 

aplikasi Mobile JKN ini juga harus bisa digunakan oleh masyarakat dari berbagai latar 

belakang sosial ekonomi, hal ini sejalan dengan prinsip, ruang lingkup, dan standar 

pelayanan kesehatan yang menyatakan Setiap individu seharusnya memiliki 

kesempatan yang setara untuk mengakses pelayanan kesehatan tanpa melihat lokasi, 

status sosial ekonomi, dan kemampuan membayar. Jadi, aplikasi Mobile JKN 
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merupakan hal yang sangat penting bagi BPJS Kesehatan karena memudahkan 

masyarakat untuk menggunakan layanan perusahaan. Dedikasi BPJS Kesehatan untuk 

memberikan akses yang mudah dan pelayanan yang prima kepada para peserta 

ditunjukkan dengan diciptakannya aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini memberikan 

banyak informasi mengenai program JKN kepada para peserta. 

BPJS merilis sebuah produk berupa aplikasi yang diberi nama Mobile JKN, 

yang bertujuan untuk mengurangi antrean di setiap Kantor Cabang BPJS Kesehatan 

dengan menyediakan layanan terbaik bagi masyarakat. Kantor Cabang BPJS 

Kesehatan sendiri berfungsi sebagai tempat masyarakat menyelesaikan berbagai 

keperluan administratif. Dengan menggunakan aplikasi ini, akan lebih sedikit orang 

yang mengantri di kantor BPJS Kesehatan. Ada banyak keuntungan menggunakan 

aplikasi ini, seperti kemampuan untuk mendaftar dan memperbarui informasi 

kepesertaan, mengakses data peserta dan keluarga, mengecek tagihan iuran, menerima 

pelayanan kesehatan, menyampaikan pengaduan, serta meminta informasi seputar 

JKN-KIS. 

2.5.2 Manfaat Aplikasi Mobile JKN 

Beberapa fitur yang tersedia dalam aplikasi Mobile JKN antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1) Memudahkan pengambilan nomor antrian di fasilitas kesehatan seperti 

puskesmas, klinik, dan dokter keluarga. 

2) Memberikan akses untuk berkonsultasi dengan dokter secara online. 

3) Memudahkan pendaftaran autodebet iuran JKN secara digital. 
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4) Menyediakan fitur skrining riwayat kesehatan mandiri. 

5) Memudahkan akses informasi profil dan layanan kesehatan peserta JKN-KIS. 

6) Menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu mengantri lama di fasilitas 

kesehatan. 

7) Memudahkan peserta melihat dan melakukan pembayaran iuran. 

8) Mengidentifikasi lokasi pengguna dan menampilkan informasi terkait Kantor 

BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), serta Fasilitas 

Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). 

9) Akses layanan kesehatan dan administrasi kepesertaan bisa diakses kapanpun dan 

dimanapun menggunakan smartphone. 

Gambar 2.1 

Fitur-Fitur Aplikasi Mobile JKN 

 

Sumber: Aplikasi Mobile JKN 
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Telah terjadi integrasi fungsi perangkat seluler ke dalam pembuatan aplikasi 

seluler. Kegunaan aplikasi seluler telah berkembang untuk mencakup berbagai 

kegiatan, termasuk namun tidak terbatas pada hiburan, pendidikan, perdagangan, dan 

banyak lagi.  Pada aplikasi Mobile JKN terdapat 19 fitur yaitu: 1) Informasi Program 

JKN, 2) Info Lokasi Faskes, 3)Info Ketersediaan Tempat Tidur,  4) Pendaftaran Baru 

Peserta, 5) Info Peserta, 6) Pendaftaran Pelayanan (Antrean), 7) Konsultasi Dokter, 8) 

Info Jadwal Tindakan Operasi, 9) Pengaduan Layanan JKN, 10) Perubahan Data 

Peserta, 11) Info Iuran, 12) Pendaftaran Auto Debit, 13) Info Riwayat Pembayaran, 14) 

Skrining Riwayat Kesehatan, 15) Info Riwayat Pelayanan, 16) Info Virtual Account, 

17) Bugar, 18) Rencana Pembayaran Bertahap, 19) Minum Obat.  

2.5.3 Cara Daftar BPJS Kesehatan Melalui Aplikasi Mobile JKN 

Berikut cara mendaftar BPJS Kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN:  

1) Aplikasi Mobile JKN resmi BPJS Kesehatan dapat diunduh di Google Play dan 

Apple Store 

2) Instal aplikasi dan selanjutnya buka aplikasi. 

3) Klik menu pendaftaran peserta baru. 

4) Pilih "Pendaftaran Peserta Baru" dari menu pilihan. 

5) Pilih kotak yang bertuliskan "Saya menyetujui syarat dan ketentuan". 

6) Setelah Anda memasukkan NIK e-KTP Anda, nama anda dan nama anggota 

keluarga Anda otomatis akan muncul. 

7) Pastikan Anda memasukkan semua informasi anggota keluarga Anda. 
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8) Masukkan alamat email dan nomor ponsel Anda, kemudian selesaikan proses 

pendaftaran untuk memperoleh nomor Virtual Account (VA). 

9) Lakukan pembayaran iuran melalui atm atau bank yang ditentukan oleh BPJS 

Kesehatan. 

10) Hubungi BPJS Kesehatan jika Anda mengalami kesulitan dalam mendaftar atau 

belum menerima nomor peserta.  

2.6 Electronic Government dalam Pandangan Islam 

E-Government merupakan konsep yang mencakup seluruh kegiatan di sektor 

publik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan proses 

pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, efektif, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Konsep ini berhubungan dengan kemampuan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk mempererat hubungan antara pemerintah 

dan masyarakat, antara pemerintah dan pelaku bisnis, serta antarinstansi pemerintah. 

Dalam perspektif Islam, e-government dipandang sejalan dengan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagaimana yang diungkapkan oleh Nasrullah 

(2017). 

Al-Qur’an dan Hadis memuat banyak ayat yang menjelaskan keterkaitan antara 

ajaran Islam dan ilmu pengetahuan, termasuk penggunaannya yang kita kenal sebagai 

ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Keterkaitan ini muncul dalam berbagai 

bentuk, seperti perintah yang bersifat wajib, anjuran untuk mempelajari, pernyataan, 

hingga sindiran. Semua ini menggambarkan eratnya hubungan antara Islam dan Iptek, 
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yang tidak bisa dipisah satu sama lain. Secara tegas, hubungan antara Islam dan Iptek 

bersifat sangat erat dan saling menyatu. Menurut pandangan Islam, Iptek dipandang 

sebagai sarana untuk mengalihkan suatu sumber daya menjadi sumber daya lain yang 

memiliki nilai lebih tinggi, sebagaimana tertuang dalam Surah Ar-Ra’d ayat 11: 

 

“Manusia senantiasa didampingi oleh malaikat-malaikat yang bergantian 

menjaganya, baik dari depan maupun dari belakang, sesuai dengan perintah Allah. 

Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali mereka 

sendiri berusaha untuk mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Dan apabila Allah 

telah menetapkan keburukan menimpa suatu kaum, maka tidak ada satu pun yang 

dapat menolaknya, dan mereka pun tidak akan memiliki pelindung selain Allah” (Q.S. 

Ar-Ra’d ayat 11). 

Dari ayat tersebut, jelaslah bahwa Al-Qur'an selalu menganjurkan penggunaan 

teknologi untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Karena mereka 

mampu mengubah nasib mereka, usaha mereka haruslah menjadi sebuah ekspresi 

penghargaan. Pada dasarnya, ketika Anda bersyukur atas pencapaian Anda, anda akan 

terus berupaya untuk membuatnya menjadi lebih baik, sehingga kesuksesan Anda akan 

terus meningkat. Secara garis besar, teknologi juga disebutkan dalam Al-Qur'an. 

Meskipun Al-Qur'an bukanlah buku tentang kosmologi, biologi, atau ilmu pengetahuan 
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secara umum, namun Al-Qur'an membahas secara rinci tentang kemajuan teknologi. 

Ini semua merupakan bagian dari kisah alam semesta dan proses alam lainnya, serta 

asal-usul semua makhluk hidup, termasuk manusia. 

Rasulullah SAW juga sering menegaskan kepada para sahabat bahwa tindakan 

yang menyusahkan orang lain tidak disukai oleh Allah SWT. Dari Abi Shirmah 

radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda: 

 

Artinya: “Barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, 

maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan 

(menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan menyusahkan dia.” (HR. Abu Dawud 

dan At-Tirmidzi). 

Hadist diatas mengajarkan bahwa menyusahkan orang lain, khususnya sesama 

umat Muslim, merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Dalam 

konteks pelayanan kesehatan, hal ini relevan dengan upaya untuk mempermudah 

masyarakat dalam mendapatkan akses layanan kesehatan. Dengan adanya inovasi 

layanan kesehatan melalui Mobile JKN, diharapkan dapat mengurangi kesulitan dan 

kerepotan yang dihadapi oleh peserta dalam mengakses layanan kesehatan. Aplikasi 

ini memungkinkan peserta untuk mengakses informasi, mendaftar, dan memanfaatkan 

layanan kesehatan kapan saja dan di mana saja, sehingga mengurangi beban dan 

kesulitan yang sering dialami oleh masyarakat dalam proses pelayanan kesehatan. 
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Dengan demikian, Inovasi Mobile JKN sejalan dengan ajaran hadis ini, yang 

mendorong untuk mempermudah dan tidak menyusahkan sesama umat. 

Kita dapat melihat perspektif Islam tentang sains dan teknologi dalam berbagai 

penjelasan yang diberikan di atas. Ada beberapa referensi tentang sains dan teknologi 

dalam pedoman utama Islam yaitu Al-Qur'an, yang menunjukkan hubungan erat agama 

ini dengan bidang-bidang tersebut. Sebagai hasilnya, pengetahuan ilmiah modern dan 

kemajuan teknologi merupakan hasil langsung dari makna Al-Qur'an yang sebenarnya. 

Al-Qur'an memiliki banyak seruan yang menginspirasi orang untuk berpikir kritis dan 

mencapai potensi intelektual penuh mereka (Adelia Khairani, 2021). 

2.7 Penelitian Terdahulu 

1. Baskila (2023) “Pemanfaatan Inovasi Pelayanan Kesehatan Mobile JKN Pada 

Masyarakat Di Kota Meulaboh”. 

Hasil Penelitian: Aplikasi Mobile JKN mempermudah peserta BPJS Kesehatan 

mengakses layanan seperti antrean online, perubahan data, dan kartu digital, sehingga 

mengurangi waktu dan biaya. Keunikan dan fitur multi fungsinya meningkatkan 

efisiensi dan kenyamanan pengguna. Namun, masih ada kendala seperti literasi 

digital rendah dan infrastruktur teknologi yang terbatas, sehingga pengembangan 

aplikasi dan sosialisasi lebih lanjut diperlukan. 

Perbedaan Penelitian: Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori 

inovasi menurut Everett M. Rogers sedangkan penelitian ini menggunakan teori 

inovasi menurut Fachrian dan Ode. 
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2. Zebua (2024) “Implementasi Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) BPJS Kesehatan Kota Medan”. 

Hasil Penelitian: Meskipun tujuannya tercapai, namun menurut penelitian 

tersebut, penyebaran aplikasi mobile JKN di Kota Medan tidak berjalan dengan 

baik. Meskipun Aplikasi Mobile JKN menawarkan penghematan uang bagi peserta 

JKN di Kota Medan, kenyamanan, dan kesempatan untuk mengakses layanan 

kapanpun dan dimanapun, namun mereka yang kurang melek teknologi atau sudah 

berusia lanjut tidak merasakan manfaat ini. 

Perbedaan Penelitian: Tujuan penelitian penulis adalah untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor pendukung dan penghambat inovasi penggunaan aplikasi Mobile 

JKN, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerapan aplikasi Mobile JKN dalam memberikan pelayanan 

BPJS Kesehatan. 

3. Sagala dan Hajad (2022) “Inovasi Pelayanan Kesehatan Mobile JKN di Kantor 

BPJS Kota Subulussalam”. 

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi layanan 

kesehatan Mobile JKN di Kantor BPJS Kesehatan Kota Subulussalam telah 

mengalami perkembangan yang positif. Bukti dari hal ini dapat dilihat dari 

persentase pengguna aplikasi Mobile JKN yang telah mendapatkan pelatihan dari 

BPJS Kesehatan, FKTP, dan rumah sakit. Kantor BPJS Subulussalam merupakan 

lokasi utama dari upaya peningkatan layanan inovatif dalam studi ini. 
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Perbedaan Penelitian: Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan 

teori inovasi menurut Everett M. Rogers sedangkan penelitian ini menggunakan 

teori inovasi menurut Fachrian dan Ode. Perbedaan juga terletak pada perbedaan 

lokasi penelitian. 

4. Putri, Wijaya, dan Supriliyani (2024) “Efektivitas Aplikasi Mobile Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Studi 

Kasus Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Denpasar)”. 

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Mobile JKN 

telah berhasil meningkatkan kualitas layanan sejak pertama kali 

diimplementasikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa informasi yang tersedia 

dalam aplikasi tersebut informatif, aplikasi mematuhi Service Level Agreement 

(SLA), pengguna aplikasi puas dengan aplikasi tersebut, dan aplikasi tersebut 

memberikan pengaruh positif bagi BPJS Kesehatan dan pengguna aplikasi sebagai 

peserta JKN. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala praktis yang perlu 

diperbaiki lebih lanjut pada aplikasi Mobile JKN. Kurangnya minat masyarakat 

untuk menggunakan aplikasi Mobile JKN dan sistem yang kurang baik menjadi 

penyebabnya. 

Perbedaan Penelitian: Tujuan dari penelitian penulis adalah untuk mengkaji 

inovasi penggunaan aplikasi Mobile JKN, sedangkan Penelitian ini bertujuan untuk 

menilai sejauh mana efektivitas pelayanan yang diberikan melalui aplikasi JKN 

Mobile. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini juga terletak pada 

perbedaan lokasi penelitian. 
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5. Angelita (2021) “Inovasi dan Efektivitas Pelayanan Melalui Mobile JKN Pada 

BPJS Kesehatan Di Jakarta Selatan” 

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini adalah analisis penerapan aplikasi 

mobile JKN di Subulussalam sudahlah optimal. Hal ini dapat terlihat dari berbagai 

kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan Cabang Kota 

Subulussalam, yakni sosialisasi mulai dari frotnliner yang selalu mengedukasikan 

aplikasi kepada masyarakat/peserta setelah mendapatkan pelayanan secara 

konvensional, penyedian staf di depan Kantor BPJS, brosur, media sosial, FKTP-

FKTP, Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam dan mahasiswa yang turun 

lapangan. 

Perbedaan Penelitian: Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk 

menganalisis inovasi layanan aplikasi Mobile JKN, namun penelitian ini 

menggunakan teori efektivitas layanan untuk menganalisis efektivitas program 

layanan publik Mobile JKN. Salah satu hal yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian penulis adalah lokasi pelaksanaannya yang berbeda. 

2.8 Definisi Konsep 

Agar lebih mudah dalam menganalisis dan membatasi ruang lingkup penelitian, 

penulis akan menjelaskan beberapa pengertian terkait penelitian ini, sebagai berikut: 

i. Nicholas mengutip Harbani Pasolong (2010: 8), Administrasi publik adalah 

perpaduan antara teori dan praktik yang bertujuan untuk membuat kebijakan 

publik menjadi lebih responsive, efisien dan efektif terhadap tuntutan masyarakat 
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dan untuk meningkatkan kesadaran akan adanya hubungan antara pemerintah 

dengan masyarakat. 

ii. Menurut Kurniawan dalam (Pasolong, 2007:128), pelayanan publik adalah upaya 

untuk memenuhi kebutuhan orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan 

terhadap organisasi tersebut, sesuai dengan peraturan dasar dan prosedur yang 

telah ditetapkan. 

iii. Menurut Said (2007:27) bahwa inovasi merupakan perubahan yang disengaja 

menuju perbaikan masyarakat dan berbagai aspeknya melalui pengenalan 

teknologi baru dan pemanfaatan peralatan dan sumber daya yang sebelumnya 

tidak dimanfaatkan dalam lingkup lembaga pemerintah tertentu dengan bantuan 

lembaga lain yang terkait. 

iv. Menurut Kurniawan dalam Hardiansyah (2011:107), istilah "e-gov" mencakup 

berbagai macam inisiatif dalam sektor publik yang memanfaatkan TIK untuk 

meningkatkan efektivitas, transparansi, dan efisiensi operasi pemerintahan. 

v. Aplikasi Mobile JKN merupakan bentuk peralihan digital dari model bisnis BPJS 

Kesehatan, yang awalnya berfokus pada layanan administrasi di kantor cabang 

atau institusi kesehatan. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan 

akses bagi peserta, memungkinkan mereka mengakses layanan kapanpun dan 

dimanapun tanpa terikat oleh waktu. 

2.9 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah usaha untuk menjelaskan ruang lingkup masalah 

penelitian berdasarkan variabel dan indikator yang sudah ditentukan sesuai dengan 
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teori. Konsep ini dirancang agar dapat digunakan dalam pengukuran lapangan, 

sehingga analisis penelitian dapat dilakukan tanpa adanya perbedaan interpretasi. 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Teori Inovasi 

Pelayanan Menurut 

Everett M. Rogers 

dalam Suwarno 

(2008: 16-18) 

Relative 

Advantage 

(Keuntungan 

Relatif) 

Memberikan kemudahan yang lebih 

dibandingkan sistem layanan 

sebelumnya 

Kemanfaatan Inovasi 

Compatibility 

(Kesesuaian) 

Kesesuaian inovasi sesuai dengan 

nilai-nilai yang berlaku 

Kesesuaian inovasi dengan 

kebutuhan 

Complexity 

(Kerumitan) 

Memiliki tingkat kerumitan 

dibandingkan inovasi sebelumnya 

tetapi menawarkan cara yang lebih 

baik 

Trialability 

(Kemungkinan 

Dicoba) 

Inovasi dapat dicoba 

Inovasi dapat diterima 

Observability 

(Kemudahan 

Diamati) 

Inovasi dapat dilihat segi ia bekerja 

dan menghasilkan sesuatu yang 

lebih baik 

   Sumber: Everett M. Rogers dalam Suwarno (2008: 16-18) 

2.10 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir adalah model konseptual yang menunjukkan keterkaitan 

antara teori dan berbagai isu yang telah diakui. Peneliti dalam penelitian ini melakukan 

beberapa hal, salah satunya adalah menyusun sebuah kerangka pemikiran terkait objek 

yang akan diteliti.  
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Penelitian ini dirancang berdasarkan fenomena pelayanan kesehatan yang 

belum berjalan secara maksimal kepada masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, 

pemerintah telah meluncurkan berbagai program guna meningkatkan kualitas layanan 

kesehatan, salah satunya adalah aplikasi mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inovasi pelayanan kesehatan 

melalui Aplikasi Mobile JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Kantor BPJS Kota 

Pekanbaru. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori keberhasilan inovasi 

pelayanan yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers, yang meliputi lima aspek utama: 

keuntungan relatif, kesesuaian, kompleksitas, kemampuan untuk diuji coba, dan 

kemudahan untuk diamati. 

Di bawah ini adalah gambar kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam 

penelitian ini: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovasi Pelayanan Melalui Aplikasi Mobile 

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di 

Kantor BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru 

Keuntungan 

Relatif 
Kesesuaian Kerumitan 

Kemudahan 

Diamati 

Kemungkinan 

Dicoba 

Untuk mewujudkan keberhasilan inovasi pelayanan berbasis 

pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dengan 

meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa layanan publik 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian deskriptif-kualitatif ini bertujuan untuk membahas isu-isu seputar 

pengenalan inovasi ke dalam aplikasi Mobile JKN. Dalam hal mempelajari fenomena, 

penelitian kualitatif adalah cara yang tepat. Menurut Banister et al (dalam Herdiansyah, 

2011:8), “Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami dan 

menggambarkan suatu fenomena, mengeksplorasi kejadian tersebut secara mendalam, 

serta memberikan penjelasan terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian”. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara rinci 

tentang Inovasi Pelayanan Melalui Aplikasi Mobile JKN di BPJS Kesehatan di Cabang 

Pekanbaru secara sistematis, faktual, dan akurat. 

3.2 Tempat Penelitian 

Seluruh wilayah di mana kejadian atau fenomena tersebut dicatat dikenal 

sebagai lokasi penelitian. Dalam hal ini, lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah 

Kantor BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru, Riau. Peneliti memilih Kantor BPJS 

Kesehatan Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian untuk program Mobile JKN 

karena tempat ini merupakan pusat pelayanan BPJS Kesehatan di wilayah Pekanbaru, 

yang memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung pelaksanaan inovasi 

layanan Mobile JKN dalam membantu peserta. Sebagai lembaga yang mengelola 

jaminan kesehatan nasional, BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab besar dalam 
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meningkatkan kualitas akses layanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengkajian 

terhadap penggunaan Mobile JKN di kantor pusat layanan ini akan memberikan data 

yang relevan dan akurat mengenai bagaimana aplikasi tersebut dimanfaatkan oleh 

masyarakat dan apakah keberadaannya dapat mempermudah proses administrasi dan 

akses informasi bagi peserta. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Ketika memutuskan bagaimana mengumpulkan informasi untuk sebuah 

penelitian, sangat penting untuk memikirkan dari mana data akan diperoleh. Kata-kata 

dan tindakan adalah bentuk utama dari data dalam penelitian kualitatif, dengan data 

tambahan yang berasal dari sumber-sumber seperti dokumen dan sumber-sumber 

lainnya (Lofland dalam Moleong, 2014:157). Terkait dengan hal tersebut, sumber-

sumber berikut menyediakan data untuk penelitian ini: 

3.1.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan saat penelitian 

dilakukan. Peneliti mengumpulkan data primer melalui metode survei dan observasi. 

Metode survei dilakukan dengan mencatat data primer melalui kegiatan tanya jawab 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sementara itu, metode observasi 

digunakan sebagai cara lain dalam pengumpulan data primer, di mana peneliti terjun 

langsung ke lapangan untuk mengamati dan memperoleh informasi yang sedang 

berlangsung secara langsung. Pengumpulan data primer merupakan proses 

pengambilan data secara langsung di lokasi penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui 

berbagai metode, antara lain: 
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a) Observasi 

Observasi merujuk pada proses observasi serta pencatatan terhadap fenomena 

yang sedang di teliti, sebagai salah satu metode penghimpunan data observasi 

dijalankan melalui metode melakukan pengamatan langsung aktivitasnyayang tengah 

berlangsung atau yang sedang berlangsung (Sudaryono, 2019). Dalam penelitian ini, 

observasi dijalankan melalui mendatangi lokasi, menjalankan pendekatan, dan 

mengamati objek penelitian secara langsung untuk mengumpulkan data awal serta 

data sekunder dari instansi BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru. 

b) Wawancara 

Dalam penelitian kualitatif, wawancara dapat dilakukan secara langsung tatap 

muka dengan partisipan ataupun melalui sambungan telepon. Jenis wawancara ini 

umumnya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur secara ketat, 

agar partisipan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pandangan dan pendapat 

mereka secara lebih leluasa (Creswell, 2015:225). 

3.1.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen pribadi maupun 

dokumen resmi lembaga yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian. Dalam konteks 

ini, data sekunder yang digunakan meliputi arsip dan laporan yang tersedia di BPJS 

Kesehatan Cabang Pekanbaru. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi: 

1) Buku panduan layanan BPJS Kesehatan 

2) Peraturan serta kebijakan terkait pelaksanaan BPJS Kesehatan 

3) Data statistik kepesertaan dari BPJS Kesehatan cabang Pekanbaru 
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4) Literatur, arsip, dan berbagai data pendukung lainnya 

3.4 Informan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, subjek yang diteliti telah disesuaikan dengan fokus 

kajian yang ditetapkan. Subjek tersebut berperan sebagai informan yang memberikan 

penjelasan atas data yang diperlukan. Pemilihan informan selanjutnya dilakukan 

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah metode 

pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan khusus, salah satunya 

adalah memilih informan yang dianggap paling memahami informasi yang dibutuhkan 

(Sugiyono, 2014). Informan dalam penelitian ini meliputi: 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

No Informan Jumlah 

1. Kepala Mutu Layanan Kepesertaan  1 

2. Koordinator Mutu Layanan Kepesertaan 1 

3. Petugas Bilik Anjungan 2 

4. Pengguna Aplikasi Mobile JKN  10 

Jumlah 14 

   Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan tujuan memperoleh informasi yang tepat dan akurat 

dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain: 
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a) Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pengumpulan data 

secara alami di kantor. Observasi ini dilakukan di BPJS Kesehatan Cabang 

Pekanbaru dengan pengamatan secara langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan 

Cabang Pekanbaru. 

b) Wawancara 

Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memahami lebih mendalam 

fenomena yang terjadi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan kepala 

mutu layanan dan kepesertaan, koordinator frontliner, serta masyarakat untuk 

melengkapi dan memperkaya data terkait permasalahan yang ada, sekaligus 

mengungkap bagaimana inovasi pelayanan melalui aplikasi Mobile JKN di BPJS 

Kesehatan Cabang Pekanbaru. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi berupa pengambilan foto atau rekaman digunakan dalam proses 

pengamatan dengan tujuan untuk melihat bagaimana inovasi pelayanan melalui 

aplikasi Mobile JKN di BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru. 

3.6 Teknik Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2011:125), tahapan dalam menganalisis data meliputi langkah-langkah 

sebagai berikut: 
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1) Reduksi Data 

Reduksi data meliputi merangkum, memilih arah penelitian, memfokuskan isi 

penelitian dan mencari referensi. Hal ini memungkinkan interpretasi yang lebih jelas 

atas semua hasil setelah pengurangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data 

tambahan. 

2) Penyajian Data  

Penyajian data atau informasi dilakukan berdasarkan hasil pengamatan langsung 

dan temuan selama observasi, baik disusun dalam bentuk tabel maupun skema, 

dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh serta mempermudah dalam 

penarikan kesimpulan. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dirangkum dalam bentuk 

kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dilakukan setelah seluruh data dianalisis 

secara menyeluruh dan dikaji berdasarkan konsep-konsep yang digunakan dalam 

penelitian. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru 

Pada masa lampau, wilayah yang kini dikenal sebagai Pekanbaru disebut 

Senapelan dan berada di bawah kepemimpinan seorang kepala suku yang disebut batin. 

Kawasan ini awalnya merupakan ladang, namun secara bertahap berkembang menjadi 

sebuah perkampungan. Seiring waktu, pemukiman Senapelan mengalami relokasi ke 

wilayah baru yang kemudian dinamakan Dusun Payung Sekaki, yang terletak di tepian 

muara Sungai Siak.  

Pada masa itu, nama Payung Sekaki belum dikenal luas, yang lebih populer 

adalah Senapelan. Pertumbuhan dan perkembangan wilayah Senapelan memiliki 

keterkaitan yang erat dengan dinamika Kerajaan Siak Sri Indrapura. Sejak Sultan 

Abdul Jalil Alamuddin Syah menetap di kawasan Senapelan, beliau mendirikan 

istananya di Kampung Bukit, yang lokasinya berdekatan dengan permukiman 

Senapelan. Diperkirakan, lokasi istana tersebut berada di sekitar area Masjid Raya 

Pekanbaru saat ini. 

Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah memiliki gagasan untuk mendirikan sebuah 

pasar di wilayah Senapelan, namun upaya tersebut tidak mencapai perkembangan yang 

diharapkan. Inisiatif ini kemudian diteruskan oleh putranya, Raja Muda Muhammad 

Ali, yang memindahkan lokasi pasar ke area yang kini dikenal sebagai sekitar 

Pelabuhan Pekanbaru.  
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Pada hari Selasa, 21 Rajab 1204 Hijriah atau bertepatan dengan 23 Juni 1784 

Masehi, melalui musyawarah para datuk dari empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah 

Datar, dan Kampar) nama wilayah Senapelan resmi diubah menjadi "Pekan Baharu". 

Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Sejak saat itu, 

nama Senapelan mulai ditinggalkan dan masyarakat lebih mengenal wilayah tersebut 

dengan sebutan "Pekan Baharu", yang dalam penggunaan sehari-hari disebut sebagai 

Pekanbaru. 

Kota Pekanbaru terdiri dari 15 kecamatan dan 83 kelurahan, dengan total luas 

wilayah mencapai 632,26 km². Berikut adalah daftar luas wilayah masing-masing 

kecamatan di Kota Pekanbaru: 

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru 

No Kecamatan Luas Wilayah (Km²) Persentase (%) 

1. Payung Sekaki 35,50 5,63 

2. Tuahmadani 29,84 4,73 

3. Binawidya 36,59 5,80 

4. Bukit Raya 22,05 3,49 

5. Marpoyan Damai 29,74 4,70 

6. Tenayan Raya 114,40 18,12 

7. Kulim 56,87 9,01 

8. Lima Puluh 4,04 0,64 

9. Sail 3,26 0,52 

10. Pekanbaru Kota 2,26 0,36 
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11. Sukajadi 3,76 0,59 

12. Senapelan 6,65 1,05 

13. Rumbai 61,86 9,90 

14. Rumbai Barat 86,01 13,63 

15. Rumbai Pesisir 138,31 21,91 

Jumlah 632,26 100,00 

  Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 

1987, wilayah administratif Kota Pekanbaru mengalami perluasan dari sekitar 62,96 

km² menjadi 446,50 km², yang terdiri atas 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. 

Selanjutnya, hasil pengukuran dan pematokan di lapangan oleh Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Tingkat I Riau menetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru sebesar 

532,26 km². Secara geografis, Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis karena terletak 

pada jalur Lintas Timur Sumatera, yang menghubungkannya dengan kota-kota besar 

seperti Medan, Padang, dan Jambi. Wilayah administratif Pekanbaru berbatasan 

dengan Kabupaten Siak di bagian utara dan timur, serta Kabupaten Kampar dan 

Pelalawan di bagian barat dan selatan. Kota ini juga dilintasi oleh Sungai Siak yang 

mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian antara 5 hingga 50 meter di 

atas permukaan laut. Dengan iklim tropis, suhu udara maksimum di Pekanbaru berkisar 

antara 34,1°C hingga 35,6°C, dan suhu minimum antara 20,2°C hingga 23,0°C. 

Perluasan wilayah ini menjadikan Pekanbaru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan 

transportasi di wilayah Riau dan sekitarnya. Sebagai simpul penting dalam jaringan 
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transportasi Sumatera, Pekanbaru memainkan peran vital dalam konektivitas 

antarwilayah di Pulau Sumatera. 

Kota Pekanbaru dilalui oleh Sungai Siak yang mengalir dari arah barat ke timur. 

Kota ini berada pada ketinggian antara 5 hingga 50 meter di atas permukaan laut . 

Secara astronomis, Pekanbaru terletak di antara 101°14' hingga 101°34' Bujur Timur 

dan 0°25' hingga 0°45' Lintang Utara. Iklim di Pekanbaru tergolong tropis, dengan suhu 

maksimum berkisar antara 34,1°C hingga 35,6°C, dan suhu minimum antara 20,2°C 

hingga 23,0°C. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 

September 1987, wilayah Kota Pekanbaru diperluas dari sekitar 62,96 km² menjadi 

sekitar 446,50 km². Hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional menetapkan 

luas wilayah Kota Pekanbaru sebesar 632,26 km². 

a. Sebelah Utara: berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Siak dan 

Kabupaten Kampar. 

b. Sebelah Selatan: berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kampar dan 

Kabupaten Pelalawan 

c. Sebelah Timur: berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Siak dan 

Kabupaten Pelalawan 

d. Sebelah Barat: berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kampar 

4.2 Sejarah Berdirinya BPJS Kesehatan 

Dasar hukum penyelenggaraan program BPJS Kesehatan adalah Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
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Jaminan Sosial (BPJS). Undang-undang ini menetapkan BPJS sebagai Lembaga 

hukum yang didirikan untuk melaksanakan program jaminan sosial, termasuk jaminan 

kesehatan, untuk menjamin adanya perlindungan yang pasti serta kesejahteraan sosial 

bagi seluruh masyarakat Indonesia.  

BPJS Kesehatan adalah salah satu wujud perlindungan sosial oleh pemerintah 

kepada masyarakat Indonesia agar seluruh kebutuhan dasar kehidupan rakyat dapat 

terpenuhi dan tercukupi dengan baik dan layak. Dalam penyelenggaraan sistem 

jaminan kesehatan nasional, BPJS menggunakan prinsip-prinsip yang berpedoman 

pada kemanusiaan dan memaksimalkan keadilan sosial seluruh masyarakat Indonesia. 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011 dan menjadi 

landasan hukum utama dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. 

BPJS lahir sebagai hasil dari perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2004 yang membahas mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Akan tetapi, 

jauh sebelumnya, tepatnya pada tahun 1968, regulasi mengenai layanan kesehatan 

untuk pensiunan serta pegawai negeri (termasuk anggota ABRI dan PNS) telah diatur 

dalam Peraturan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Pada masa itu, Menteri Kesehatan 

Prof. Dr. G.A. Siwabessy membentuk sebuah badan khusus di bawah Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, yang kemudian menjadi fondasi awal terbentuknya 

program Jaminan Kesehatan Nasional. 

Pada tahun 1984, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 

Tahun 1984 yang bertujuan untuk meningkatkan serta menjaga kualitas jaminan 

kesehatan secara profesional. Program asuransi kesehatan ini dikelola oleh Perum 
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Husada Bhakti. Kemudian, dengan terbitnya PP Nomor 69 Tahun 1991, perusahaan 

tersebut diberi kewenangan untuk memperluas keanggotaannya hingga mencakup 

organisasi komersial sebagai peserta sukarela. 

Selanjutnya, pada tahun 1992, pemerintah kembali menetapkan regulasi baru 

melalui PP No. 6 Tahun 1992 yang mengatur perubahan status Perum menjadi 

perseroan terbatas (PT Persero). Transformasi ini memungkinkan sistem pengelolaan 

keuangan dan iuran pemerintah untuk dinegosiasikan, dengan tujuan meningkatkan 

kemandirian dalam pelayanan, manfaat, serta manajemen. 

Pada tahun 2005, pemerintah melalui Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia menetapkan PT Askes (Persero) sebagai pelaksana Program Jaminan 

Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN), berdasarkan Keputusan 

Menteri Kesehatan RI No. 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan No. 

56/MENKES/SK/I/2005.  

Pada awal tahun 2014, PT Askes Indonesia (Persero) secara resmi berganti 

nama menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011. Pelaksanaan program ini didasarkan pada sejumlah prinsip sebagai 

berikut: 

a. Dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan 

mengedepankan asas gotong royong, sehingga terjadi mekanisme subsidi silang. 

b. Merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan (nirlaba). 

c. Mengadopsi prinsip-prinsip dalam sistem jaminan kesehatan sosial. 
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d. Menjamin akuntabilitas dan transparansi dengan mengedepankan prinsip kehati-

hatian, efisiensi, dan efektivitas. 

e. Menyediakan layanan yang adil dan dapat diakses (portabel) bagi seluruh peserta. 

f. Pemberian layanan kesehatan dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang 

melalui pendekatan managed care. 

4.2.1 Lokasi BPJS Kesehatan Cabang Pekabaru 

Kantor Cabang BPJS Kesehatan di Pekanbaru berlokasi di Jalan Tuanku 

Tambusai Ujung, Komp. 20 Ruko Nomor 6F-10J, Kelurahan Labuh Baru Barat, 

Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. 

4.2.2 Visi dan Misi BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru 

a. Visi BPJS Kesehatan  

“Terwujudnya Jaminan Kesehatan Yang Berkualitas Tanpa Diskriminasi.”  

b. Misi BPJS Kesehatan  

1) Memberikan pelayanan terbaik kepada peserta dan masyarakat  

2) Memperluas kepesertaan program jaminan Kesehatan mencakup seluruh penduduk 

Indonesia  

3) Bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan Kesehatan 

4.2.3 Landasan Hukum BPJS Kesehatan 

BPJS Kesehatan memiliki landasan hukum sebagai berikut: 

a) Pedoman Manajemen Pelayanan BPJS Kesehatan, yang meliputi: 

1. Pedoman Umum Tata Kelola (Good Governance) BPJS Kesehatan. 

2. Manual Dewan Pengurus BPJS Kesehatan. 
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3. Kode Etik BPJS Kesehatan. 

b) Dasar Hukum BPJS Kesehatan, yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial. 

4.2.4 Manfaat BPJS Kesehatan 

Sebagai badan yang menyelenggarakan layanan kesehatan, BPJS Kesehatan 

memiliki tujuan untuk menyediakan perlindungan kesehatan secara menyeluruh serta 

memberikan berbagai manfaat di bidang kesehatan, antara lain: 

a) Pelayanan kesehatan tingkat pertama 

Merupakan layanan kesehatan dasar yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, 

mencakup berbagai tindakan non-spesialistik seperti: administrasi pelayanan, 

pemeriksaan dan pengobatan umum, konsultasi medis, penyediaan obat-obatan 

serta bahan medis yang habis pakai, layanan promotif dan preventif, tindakan 

medis non-spesialistik termasuk prosedur operatif, pemeriksaan penunjang di 

laboratorium tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama sesuai dengan 

kebutuhan medis, serta layanan transfusi darah bila diperlukan. 

b) Pelayanan medis rujukan lanjutan 

Merupakan layanan kesehatan lanjutan yang diberikan atas rujukan, meliputi: 

konsultasi dengan tenaga medis terkait tindakan seperti transplantasi, pemberian 
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obat-obatan dan bahan medis yang habis pakai, layanan rehabilitasi medik, 

pemeriksaan dan layanan forensik, perawatan intensif di ruang rawat inap rumah 

sakit, serta pelayanan medis di fasilitas kesehatan tingkat lanjut lainnya. 

4.2.5 Peserta BPJS Kesehatan 

Peserta BPJS Kesehatan mencakup seluruh warga negara Indonesia, serta 

warga negara asing yang tinggal atau bekerja di Indonesia dalam kurun waktu minimal 

enam bulan, dan telah membayar iuran keanggotaan. Peserta ini terdiri dari beberapa 

kategori, antara lain: 

a) Individu yang tergolong tidak mampu dan fakir miskin, yang status 

kepesertaannya ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Kelompok ini termasuk dalam peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) 

yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. 

b) Peserta Jaminan Kesehatan yang tidak termasuk dalam kategori Penerima 

Bantuan Iuran (Non-PBI) meliputi: Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat negara, 

anggota TNI dan Polri, karyawan swasta, serta warga negara asing yang bekerja 

di Indonesia setidaknya selama enam bulan. Selain itu, pegawai pemerintah non-

PNS juga termasuk dalam kelompok Non-PBI. 

c) Peserta BPJS Kesehatan juga mencakup anggota keluarga yang menjadi 

tanggungannya, yaitu: 

1. Peserta yang menerima upah dapat mendaftarkan keluarga intinya sebagai 

tanggungan, meliputi pasangan (suami atau istri) serta anak-anak, baik anak 

kandung, anak angkat yang sah secara hukum, maupun anak tiri dari 



62 
 

 

 

pernikahan resmi. Jumlah maksimal anggota keluarga yang dapat ditanggung 

adalah lima orang. Anak-anak yang dapat ditanggung harus memenuhi 

kriteria berikut: 

(a) Sedang mengikuti pendidikan formal dan berusia di bawah 21 tahun, atau 

maksimal 25 tahun. 

(b) Tidak memiliki penghasilan sendiri dan belum pernah menikah. 

2. Peserta yang merupakan pekerja mandiri atau bukan pekerja tetap dapat 

mendaftarkan anggota keluarga lain tanpa batas jumlah. 

3. Anggota keluarga seperti saudara kandung, ipar, serta asisten rumah tangga 

dapat dimasukkan sebagai anggota tambahan oleh peserta BPJS Kesehatan. 

4. Anak keempat dan seterusnya, orang tua kandung, serta mertua juga bisa 

diikutsertakan sebagai anggota keluarga tambahan oleh peserta BPJS 

Kesehatan. 

4.2.6 Iuran BPJS Kesehatan 

Kewajiban utama setiap peserta BPJS Kesehatan adalah membayar iuran, yang 

mencerminkan prinsip gotong royong dalam membantu peserta lain yang sedang 

mengalami kesulitan. BPJS Kesehatan telah menetapkan ketentuan pembayaran iuran 

sebagai berikut: 

a) Untuk peserta dari kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI), biaya iuran 

sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. 

b) Peserta yang bekerja sebagai pegawai instansi pemerintah (termasuk pejabat 

negara, anggota TNI, anggota Polri, Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai 
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pemerintah non-PNS), membayar iuran sebesar 5% dari gaji bulanan, yang dibagi 

menjadi 2% dibayar oleh peserta dan 3% ditanggung oleh pemberi kerja. 

c) Bagi peserta yang bekerja di BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta, iuran 

bulanan juga sebesar 5% dari gaji, dengan pembagian 1% dibayar peserta dan 4% 

oleh pemberi kerja. 

d) Jika peserta memiliki tanggungan keluarga tambahan seperti anak keempat dan 

seterusnya, orang tua, atau mertua, maka iuran tambahan yang dibebankan adalah 

1% dari gaji bulanan, dan sepenuhnya ditanggung oleh peserta. 

e) Untuk peserta bukan penerima upah, termasuk saudara, ipar, atau asisten rumah 

tangga, serta peserta mandiri, iuran ditetapkan berdasarkan kelas perawatan: 

1. Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan. 

2. Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan. 

3. Kelas III: Rp42.500 per orang per bulan. 

f) Bagi para veteran, perintis kemerdekaan, serta janda/duda atau anak dari perintis 

kemerdekaan, besaran iuran ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok PNS 

golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun, dan seluruh biaya tersebut ditanggung 

oleh pemerintah. 

g) Batas waktu pembayaran iuran adalah setiap tanggal 10 dalam bulan berjalan. 

Mulai 1 Juli 2016, tidak dikenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran, namun 

jika peserta membutuhkan rawat inap dalam waktu 45 hari sejak pelunasan 

tunggakan, maka akan dikenakan denda sebesar 2,5% dari biaya layanan 

kesehatan per bulan keterlambatan, dengan ketentuan: 
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1. Maksimal denda adalah Rp30.000.000 per kasus. 

2. Periode keterlambatan maksimal dihitung selama 12 bulan. 

4.2.7 Prosedur Pendaftaran Peserta BPJS Kesehatan 

Sebelum mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, masyarakat perlu 

memahami prosedur yang berlaku agar mengetahui hak dan kewajiban sebagai peserta. 

Prosedurnya dibagi menjadi tiga kelompok peserta, yaitu: 

a) Penerima Bantuan Iuran (PBI) 

Pendaftaran untuk kategori PBI, yaitu fakir miskin dan warga kurang mampu, 

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan telah diverifikasi serta disahkan 

oleh Kementerian Sosial. Selain itu, pemerintah daerah yang mengintegrasikan 

program Jamkesda ke dalam program JKN juga bisa mendaftarkan 

masyarakatnya sebagai peserta PBI, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh 

pemerintah pusat berdasarkan Surat Keputusan dari gubernur, bupati, atau 

walikota. 

b) Pekerja Penerima Upah (PPU) 

1. Perusahaan atau instansi tempat peserta bekerja bertanggung jawab untuk 

mendaftarkan pekerja beserta keluarganya ke BPJS Kesehatan setempat. 

Persyaratan yang harus disertakan meliputi: 

i. Data keluarga sesuai format BPJS dan data migrasi karyawan. 

ii. Formulir pendaftaran kepemilikan badan hukum atau badan usaha. 

2. Setelah pembayaran iuran diterima oleh BPJS Kesehatan, e-ID dicetak 

dan kartu JKN dapat dicetak mandiri oleh perusahaan atau badan usaha. 
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3. Perusahaan akan mendapatkan Nomor Virtual Account (VA) yang 

digunakan untuk membayar iuran melalui bank mitra seperti BRI, 

Mandiri, atau BNI. 

c) Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja 

1. Pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh calon peserta di kantor BPJS 

Kesehatan. 

2. Calon peserta juga wajib mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang 

tercantum dalam Kartu Keluarga (KK). 

3. Dokumen yang perlu dilampirkan saat pendaftaran: 

i. Fotokopi KTP atau Paspor (masing-masing 1 lembar) 

ii. Fotokopi KK 

iii. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar per orang 

iv. Fotokopi buku tabungan salah satu anggota keluarga dalam KK 

4. Setelah pendaftaran selesai, calon peserta akan mendapatkan Nomor 

Virtual Account (VA). 

5. Pembayaran iuran dapat dilakukan di bank mitra (BRI, Mandiri, atau 

BNI). 

6. Setelah melakukan pembayaran, BPJS Kesehatan akan memproses dan 

mencetak kartu JKN berdasarkan bukti pembayaran tersebut. 

Selain melalui kantor BPJS, proses pendaftaran juga bisa dilakukan secara 

daring melalui situs web resmi BPJS Kesehatan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Inovasi pelayanan melalui aplikasi Mobile JKN memberikan manfaat besar 

bagi peserta JKN-KIS, karena memudahkan akses layanan secara mandiri. Peserta 

dapat mengecek iuran, mengubah data, konsultasi medis, hingga mengambil antrean 

online tanpa harus ke kantor BPJS. Dari sisi efisiensi dan kepraktisan, layanan digital 

ini lebih unggul dibandingkan cara manual, sehingga menjadi solusi tepat untuk 

tantangan pelayanan publik di era digital. 

Aplikasi Mobile JKN sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern karena 

fiturnya dirancang untuk memberikan layanan yang cepat dan praktis, terutama bagi 

kelompok usia produktif yang terbiasa dengan teknologi. Selain mempermudah akses 

layanan kesehatan, aplikasi ini juga selaras dengan gaya hidup digital masyarakat saat 

ini. 

Meskipun aplikasi Mobile JKN telah memenuhi kebutuhan masyarakat secara 

umum, namun masih menghadapi kendala dalam kemudahan penggunaan. Bagi 

sebagian pengguna, khususnya lansia, aplikasi ini dinilai cukup rumit. Proses registrasi 

yang membingungkan, seringnya kegagalan verifikasi OTP, serta gangguan teknis 

pada beberapa fitur membuat mereka enggan meninggalkan layanan konvensional. Ini 

menunjukkan bahwa kompleksitas masih menjadi hambatan yang perlu diperbaiki agar 

aplikasi lebih diterima oleh semua kalangan. 
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Untuk itu, Peluang penggunaan aplikasi Mobile JKN masih terbuka lebar 

karena mudah diakses dan dapat digunakan kapan saja. BPJS Kesehatan Cabang 

Pekanbaru telah melakukan sosialisasi melalui petugas pelayanan, media digital, dan 

fasilitas kesehatan mitra. Namun, penyebaran informasi tersebut belum merata, 

sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat atau bahkan belum 

mengetahui aplikasi ini secara menyeluruh. 

Manfaat Mobile JKN sebenarnya mudah dirasakan langsung oleh pengguna, 

seperti efisiensi antrean, cepatnya akses informasi, serta kemudahan menyampaikan 

pengaduan atau mengubah data. Pengalaman positif ini mendorong orang lain untuk 

ikut mencoba karena hasilnya nyata dan langsung berdampak pada kenyamanan 

layanan kesehatan. 

Faktor penghambat inovasi pelayanan melalui aplikasi Mobile JKN di BPJS 

Kesehatan Cabang Pekanbaru mencakup gangguan sistem dan kegagalan verifikasi, 

seperti masalah pengiriman kode OTP dan verifikasi wajah, yang membuat terutama 

lansia lebih memilih datang langsung ke kantor. Kurangnya sosialisasi juga membuat 

banyak peserta baru mengetahui aplikasi ini saat sudah berada di fasilitas kesehatan, 

bukan dari edukasi sebelumnya. Selain itu, rendahnya kesadaran serta keengganan 

masyarakat terhadap teknologi digital, karena takut salah atau merasa ribet, turut 

menghambat pemanfaatan aplikasi. Hal-hal ini menunjukkan bahwa inovasi ini masih 

menghadapi tantangan besar untuk dapat diadopsi secara optimal oleh masyarakat. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi 

terhadap sejumlah informan, penulis menyampaikan beberapa masukan untuk 

mendukung pengembangan inovasi pelayanan melalui aplikasi Mobile JKN di BPJS 

Kesehatan cabang Pekanbaru. Diharapkan, saran-saran ini dapat mendorong 

terlaksananya inovasi secara lebih efektif dan optimal. Berikut saran yang penulis 

ajukan: 

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan cabang Pekanbaru perlu 

meningkatkan sosialisasi tentang aplikasi Mobile JKN, terutama bagi peserta 

JKN-KIS yang berusia lanjut. Upaya ini dapat dilakukan melalui kerja sama 

antara BPJS Kesehatan cabang Pekanbaru dengan para pendamping, yaitu 

keluarga dekat dari peserta JKN-KIS lansia. Sosialisasi kepada para pendamping 

bisa dilakukan di sekolah-sekolah maupun kantor-kantor yang berada dalam 

wilayah kerja BPJS Kesehatan cabang Pekanbaru, dengan tujuan mendukung 

penyampaian edukasi terkait layanan kesehatan serta penggunaan aplikasi Mobile 

JKN. 

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan cabang Pekanbaru perlu 

memperkuat promosi aplikasi Mobile JKN kepada masyarakat. Salah satu 

langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memasang spanduk di lokasi-lokasi 

strategis yang ramai pengunjung di wilayah kerja BPJS Kesehatan cabang 

Pekanbaru. Langkah ini bertujuan agar aplikasi Mobile JKN lebih dikenal luas 

oleh masyarakat. 
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3. BPJS Kesehatan perlu meningkatkan stabilitas sistem aplikasi Mobile JKN 

dengan memperkuat infrastruktur teknologi dan rutin melakukan pembaruan 

sistem. Evaluasi berkala terhadap fitur penting seperti verifikasi wajah, OTP, dan 

antrian online juga perlu dilakukan agar gangguan teknis dapat diminimalisir. 

4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan cabang Pekanbaru perlu mencari 

solusi yang efektif untuk meningkatkan jumlah pengguna aplikasi Mobile JKN 

di kalangan peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan cabang Pekanbaru. Salah satu 

langkah yang dapat diambil adalah dengan mewajibkan setiap peserta JKN-KIS 

untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi Mobile JKN dalam mengelola 

berbagai keperluan dan layanan BPJS Kesehatan. 
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LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pertanyaan Untuk Pihak Instansi: 

1. Bagaimana penerapan inovasi pelayanan melalui Aplikasi Mobile JKN di Kantor 

BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru? 

2. Apa saja keunggulan yang dirasakan sejak diterapkannya Aplikasi Mobile JKN 

dibandingkan dengan sistem pelayanan sebelumnya yang masih manual atau 

konvensional? Apakah ada perubahan signifikan dalam hal efektivitas dan 

efisiensi? 

3. Apa yang menjadi latar belakang atau alasan utama diluncurkannya aplikasi 

Mobile JKN? Apakah ada kendala dalam pelayanan sebelumnya yang 

mendorong BPJS Kesehatan untuk mengembangkan aplikasi ini? 

4. Apakah layanan yang disediakan dalam aplikasi Mobile JKN sudah sesuai 

dengan nilai-nilai dan kebutuhan nyata peserta JKN di lapangan? 

5. Apakah selama proses penerapan aplikasi Mobile JKN ini terdapat kerumitan 

atau tantangan tertentu, baik dari sisi internal instansi maupun dari sisi pengguna? 

Jika ada, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? 

6. Apakah panduan penggunaan aplikasi sudah cukup jelas dan mudah dipahami 

oleh seluruh kalangan? 

7. Apakah BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru pernah mengadakan masa uji coba 

dan sosialisasi untuk aplikasi ini, dan bagaimana bentuk pelaksanaan uji coba 

serta sosialisasi tersebut? 

8. Seperti apa hasil dari pelaksanaan uji coba dan sosialisasi terkait fitur-fitur dalam 

aplikasi Mobile JKN? 

9. Bagaimana respons dari masyarakat serta pihak terkait terhadap pelaksanaan uji 

coba dan sosialisasi aplikasi Mobile JKN waktu itu? Apakah mereka 



 
 

 

 

menunjukkan antusiasme terhadap fitur-fitur yang disediakan, dan apa alasan di 

balik sikap tersebut? 

10. Seperti apa prosedur pelayanan yang diterapkan melalui aplikasi Mobile JKN? 

Dan bagaimana perbandingannya dengan mekanisme pelayanan yang digunakan 

sebelumnya? 

11. Apakah manfaat dari penggunaan aplikasi Mobile JKN dapat langsung dirasakan 

dan dilihat oleh pengguna maupun pihak instansi? 

12. Apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan inovasi berbasis digital ini? 

Pertanyaan Untuk Masyarakat: 

1. Apakah Anda merasa pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah sejak 

menggunakan aplikasi Mobile JKN? 

2. Apa saja keuntungan yang Anda rasakan dibandingkan layanan manual 

sebelumnya, khususnya dalam hal kemudahan, penghematan waktu, dan tenaga 

saat mengurus keperluan BPJS? 

3. Apakah penggunaan aplikasi Mobile JKN sudah sesuai dengan kebutuhan Anda 

sebagai peserta BPJS, dan apakah fitur-fiturnya mencerminkan pelayanan yang 

Anda butuhkan selama ini? 

4. Seberapa mudah Anda beradaptasi dengan penggunaan layanan digital ini 

dibandingkan layanan konvensional? 

5. Apakah anda pernah mengalami kendala saat login maupun saat menggunakan 

aplikasi? Jika ya, kendala apa yang paling sering terjadi? 

6. Bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang aplikasi Mobile JKN? 

7. Menurut Anda, apakah cukup mudah untuk mencoba dan belajar menggunakan 

aplikasi ini? 

8. Apa saja manfaat nyata yang Anda rasakan setelah menggunakan aplikasi 

Mobile JKN, dan sejauh mana penggunaan aplikasi ini berdampak pada proses 

layanan kesehatan yang Anda jalani? 
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